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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Salaman Tahun 

2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan dan RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah dokumen yang berisi 

gambaran, perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi, Misi 

Organisasi dalam mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan  melalui  

pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  penjabaran program dan kebijakan dengan 

system pertanggungjawaban secara periodik dan sistematik. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Salaman tahun 2025 ini 

dibuat dengan tujuan mengetahui indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan pada tahun 2025. 

 

Salaman,       Januari 2026 
Camat Salaman,  
 
 
 
 
Imam Wisnu Kusuma,S.STP., M.M. 
Pembina Tingkat I  
NIP 198109292000121001  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

  
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja 

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen 

perencanaan. 

LKjIP Tahun 2025 yang disusun oleh Kecamatan Salaman  Kabupaten 

Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak 

yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan 

datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang 

serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya 

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah  (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman 

penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.  

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan 

Salaman selaku unsur  pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta fungsi Kecamatan sebagai  subsistem dari sistem pemerintahan 

daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

A. LATAR BELAKANG  
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Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang, capaian 

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi 

dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel 

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan 

hal tersebut Kecamatan Salaman  Kabupaten Magelang diwajibkan untuk 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LAKIP 

Kecamatan Salaman  Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang dimaksudkan 

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan 

dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama 

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

Kecamatan Salaman mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan 

melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta 

tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecamata 

Salaman mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi: 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 

2. Pengkoordinasian kegiatan pemebrdayaan masyarakat; 

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan 

bupati; 

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
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6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang yang 

dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan; 

7. Pembinaan  dan  pengawasan    penyelenggaraan   kegiatan desa dan/atau 

kelurahan; 

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang 

ada dikecamatan; 

9. Pelaksanaan   tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan; 

10. Pelaksanaan  tugas  yang  dilimpahkan   oleh   bupati  untuk  melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan 

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Intansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Magelang 

B. LANDASAN HUKUM 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32); 

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan. 

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan 

Rencana Kerja  Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 

9. Surat Sekretaris Daerah Magelang Nomor : B/069/5/01.08/2026 tanggal 13 

Januari 2026, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) 2025, Perjanjian Kinerja (PK) 2026, RAPK 2026 dan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2027. 

 

1. Maksud penyusunan LKJiP 

a. Memberikan  informasi kinerja yang terukur atas tingkat keberhasilan 

Kecamatan Salaman dalam melaksanakan Program dan kegiatan. 

b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi SKPD 

Kecamatan Salaman untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Tujuan Penyusunan LKjIP 

a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan. 

b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 

 

1. Visi dan Misi 

Untuk mencapai sasaran Pembangunan di Kecamatan Salaman 

pada akhir Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan 

Salaman Tahun 2025-2026, sebagaimana pula diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJP)  Kabupaten  Magelang  

Tahun  2005-2045,  serta  untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten 

Magelang tahun 2025–2026 perlu langkah – langkah yang konkrit. 

Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026 

sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten 

C.   MAKSUD DAN TUJUAN 

 

 

 

D.  ASPEK STRATEGI ORGANISASI 
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Magelang Tahun 2025-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten 

Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Amanah (SEDAYA 

AMANAH). 

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang menjalankan misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang amanah, meliputi : 

a.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 

b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 

peraturan bupati; 

c. Pengkoordinasian  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. 

Guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 

2025- 2026 serta mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan, dimana 

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu tugas Bupati dalam 

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik 

dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan maka harus 

berpedoman pada nilai – nilai sebagai berikut : 

1. Profesional mengandung makna good governance (supremasi hukum, 

akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan), kemampuan 

sumber daya manusia (SDM) aparat kecamatan dan desa, pemahaman 

aturan dan prosedur, sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan. 

2. Responsif, mengandung makna daya tanggap atas permasalahan dan 

tuntutan masyarakat, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan 

lingkungan dan tuntutan, aspiratif dan akomodatif, kondusifitas wilayah, 

dan keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima). 

3. Efektif, mengandung makna peran fungsi koordinatif dan 

sinergisitas/sinkronisasi. inovatif, mengandung makna penggalian dan 

pengembangan potensi sumber daya, perencanaan, dan 

pemberdayaan. 

2. Letak Geografis 

Kecamatan Salaman berada di Wilayah Kabupaten Magelang 

Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai luas wilayah 68,87 km², dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut :  

Sebelah Utara : Kecamatan Kajoran 

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo 
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Sebelah Selatan : Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sebelah Timur : Kecamatan Borobudur 

Letak Kecamatan  Salaman Kabupaten  Magelang yang strategis 

dapat dilihat dari letaknya di antara jalur Magelang Purworejo sehingga 

memudahkan  aksebilitas  dan  juga  dapat mendorong perkembangan 

ekonomi Kabupaten Magelang. 

Gambar 1.1 
Peta Kecamatan Salaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : BPS Kabupaten Magelang 

Sedangkan pembagian wilayah administrasi Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang terdiri dari 20 Desa 121 Dusun dengan jumlah 

penduduk 77.418 jiwa yang terdiri dari 39.023 laki-laki dan 38.395 

perempuan. Adapun desa-desa di Kecamatan Salaman Kabupaten 

Magelang adalah sebagai berikut : 

1. Desa Ngargoretno, terdiri dari 6 dusun merupakan pegunungan. 

2. Desa Paripurno, terdiri dari 6 dusun Sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

3. Desa Kalirejo, terdiri dari 10 dusun merupakan pegunungan. 

4. Desa Menoreh, terdiri  dari 10 dusun sebagian besar merupakan 

dataran. 

5. Desa Ngadirejo, terdiri dari 8 dusun merupakan dataran. 
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6. Desa Sidomulyo, terdiri dari 6 dusun merupakan dataran. 

7. Desa Kebonrejo, terdiri dari 8 dusun merupakan dataran. 

8. Desa Salaman, terdiri dari 4 dusun merupakan dataran. 

9. Desa Kalisalak, terdiri dari 7 dusun Sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

10. Desa Sriwedari, terdiri dari 6 dusun Sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

11. Desa Jebengsari, terdiri dari 4 dusun Sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

12. Desa Tanjunganom, terdiri dari 4 dusun sebagian kecil merupakan 

pegunungan. 

13. Desa Banjarharjo, terdiri dari 4 dusun Sebagian kecil merupakan 

pegunungan. 

14. Desa Purwosari, terdiri dari 6 dusun Sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

15. Desa Ngampeldento, terdiri dari 4 dusun sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

16. Desa Sidosari, terdiri dari 4 dusun merupakan pegunungan. 

17. Desa Sawangargo,  terdiri dari  4 dusun sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

18. Desa Krasak, terdiri dari   8   dusun    sebagian    besar merupakan 

pegu nungan. 

19. Desa Margoyoso,  terdiri   dari  6  dusun   sebagian   besar  

merupakan pegunungan. 

20. Desa Kaliabu,  terdiri  dari   6 dusun   sebagian besar merupakan 

pegunungan. 

3. Pembagian Wilayah Organisasi 

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang merupakan wilayah kerja  

perangkat daerah yang memiliki cakupan wilayah administrasi berupa desa-

desa dengan  karakteristik perdesaan. Pembagian wilayah organisasi 

Kecamatan Salaman disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan 

tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pembagian wilayah organisasi Kecamatan Salaman , terbagi 

menjadi 20 (dua puluh) desa, 121 ( seratus dua puluh satu ) dusun. Untuk 
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menjalankan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa, di Kecamatan 

Salaman  ada 14 Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan  

Salaman, 18 Kepala Desa, 20 Sekretaris Desa, dan 96 Kasi/Kaur dan 108 

Kadus yang bertugas di Kantor Desa. Pembagian wilayah organisasi 

Kecamatan Salaman juga berimplikasi  langsung terhadap pencapaian 

kinerja kecamatan, khususnya pada sasaran strategis peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan kualitas fasilitasi kewilayahan. Dengan pembagian 

wilayah kerja yang jelas, kecamatan mampu melaksanakan pelayanan, 

koordinasi, dan fasilitasi secara lebih terencana, terukur, dan berorientasi 

pada hasil. 

4. Organisasi Perangkat Daerah  

a. Dasar Hukum Organisasi  

Kecamatan Salaman  merupakan salah satu Kecamatan dari 21 

(dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang dan 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Magelang. 

b. Tugas dan Fungsi  Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Magelang. Kecamatan Salaman mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau 

kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan 

daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan 

oleh peraturan perundang-undangan. Kecamatan Salaman mempunyai 

Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan 

tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi : 

1.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 

2.  Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pengkoordinasian  upaya   penyelenggaraan  ketentraman dan 

ketertiban umum; 

4.  Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan 

peraturan bupati; 
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5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

6.  Pengkoordinasian  penyelenggaraan   kegiatan  pemerintahan yang 

yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

7.  Pembinaan   dan   pengawasan  penyelenggaraan kegiatan desa 

dan/atau kelurahan; 

8.  Pelaksanaan  urusan  pemerintahan   yang  menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 

9.  Pelaksanaan  tugas   lain   yang  diperintahkan  oleh peraturan 

perundang- undangan; 

10. Pelaksanaan   tugas  yang   dilimpahkan   oleh  bupati   untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah; dan 

11.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

c. Bagan Organisasi  

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 

2016 Bagan susunan Kecamatan (tanpa Kelurahan), Kecamatan 

Salaman terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, 

Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional yang 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti terlihat dalam 

bagan struktur organisasi sebagai berikut : 
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Gambar 1. 2 
Struktur Organisasi  Kecamatan Salaman 

 

 

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

Pengolah Data dan Informasi

SOLIKHIN

Pengatur Tingkat I (II/d) NIP. 197708172010011002
KOSONG

TRIYONO

Pengatur Tingkat I (II/d) NIP. 

196801032009061002

KOSONG

Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi

KASI TRANTIBUM

SARONO, SE

Penata (III/c)

NIP. 198511162009031001

KOSONG

NURMALA HAYATI, SE

Penata  (III/c)

NIP. 198507082010012032

ZULKAEDAR, SM

Penata (III/c)

NIP. 197606052010011013

KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KASI KESRA

CAMAT SALAMAN

IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19810929 

200012 1 001

Pengelola Umum Operasional

KOSONG

Operator Layanan Operasional

TASRIP V

NIP. 196809032025211008

Pengadministrasi Perkantoran

KOSONG

Pengolah Data dan Informasi

RETNA SETYANINGSIH,SM

Pengatur Muda (III/b) NIP. 

197211052010012001

Pranata Komputer Terampil

ADI SUTORO, A.Md

Pengatur (II/c)

NIP. 199401162020121001

Pengolah Data dan Informasi Arsiparis Terampil

SUHARTO

Pengatur Tingkat I (II/d) NIP. 

197106102009061002

BETTI LAURENA O, A.Md

Pengatur (II/c)

NIP. 199310022020122001

Pengadministrasi Perkantoran Arsiparis Mahir

AGUS PRASTYO

Pengatur Tingkat I (II/d) NIP. 

197108172009061002

KOSONG

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KASUBBAG. ADMINISTRASI UMUM

ATIK SUMAHDIATI, SM

Penata   (III/c)

NIP. 197410221998032004

KOSONG

SEKCAM

RADITYA ADHI NUSANTARA, S.STP.MM

Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19920127 201406 1 

003
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d. Sumber Daya SKPD  

1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan 

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada 

Kantor Kecamatan Salaman telah ditempatkan pegawai sejumlah 14 

(empat belas) orang dengan data sebagai berikut::  

Tabel 1.1 
Data Pegawai Kecamatan Salaman 

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025 
 

No Golongan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki  Perempuan  

1 Golongan IV  1 0 1 

2 Golongan III  6 3 9 

3 Golongan II 2 1 3 

4 Golongan I 0 0 0 

5 Golongan V  1 0 1 

Jumlah 10 4 14 

Sumber: Subbag Administrasi Umum, 2025 

2. Sumber Daya Aparatur Desa 

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung 

berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun 

kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh 

terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa 

layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas 

sumber daya manusianya. 

Berikut informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se 

Kecamatan Salaman kondisi per 31 Desember 2025. 
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Tabel 1.2 
Data Formasi Jabatan Aparatur Desa 
se Kecamatan Salaman Tahun 2025 

 
 

 

No. 

 

 

Desa 

 

Jumla
h 
Dusun 
SOTK 

Formasi Jabatan  

 

Ket. 

 

Kades 

Sek 
des 

Kasi 
Pem 

Kasi 
Pela
y 

Kasi 
Kesr
a 

Kaur 
Umum 

& 

Perenc 

Kaur 
Keu 

Jml 
Kadus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ngargoretno 6 1 1 1 1 1 1 1 6  

2 Paripurno 6 1 1 1 1 1 1 1 5  

3 Kalirejo 10 1 1 1 1 1 1 1 10  

4 Menoreh 10 1 1 1 0 1 1 1 8  

5 Ngadirejo 8 1 1 1 1 1 1 1 8  

6 Sidomulyo 6 1 1 1 1 1 1 1 6  

7 Kebonrejo 8 1 1 1 1 1 1 1 8  

8 Salaman 4 1 1 1 1 1 1 1 4  

9 Kalisalak 7 1 1 1 1 1 1 1 6  

10 Sriwedari 6 1 1 1 1 1 1 1 4  

11 Jebengsari 4 0 1 0 1 1 1 1 2  

12 Tanjunganom 4 1 1 1 1 1 1 1 4  

13 Banjarharjo 4 0 1 1 1 1 1 1 2  

14 Purwosari 6 1 1 1 0 1 1 1 6  

15 Ngampeldento 4 1 1 1 1 1 1 1 4  

16 Sidosari 4 1 1 0 1 1 1 1 2  

17 Sawangargo 4 1 1 1 1 1 1 1 4  

18 Krasak 8 1 1 1 1 1 1 1 8  

19 Margoyoso 6 1 1 1 1 1 1 1 6  

20 Kaliabu 6 1 1 1 1 1 1 1 5  

Jumlah 121 18 20 18 18 20 20 20 108  

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Salaman Tahun 2025 
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Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh 

SKPD Kecamatan Salaman  yang berkaitan dengan Tugas Umum 

Pemerintahan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pelayanan yaitu 

permasalahan pada tataran program kegiatan dan teknis operasional, 

sebagai berikut : 

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan belum 

sepenuhnya sebanding dengan cakupan wilayah kerja dan 

kompleksitas pelayanan, sehingga berdampak pada beban kerja 

aparatur dan optimalisasi pelayanan publik.. 

2. Perbedaan kapasitas administrasi dan tata kelola antar desa 

memerlukan intensitas pembinaan dan pengawasan yang 

berkelanjutan, sehingga menuntut peran kecamatan yang lebih aktif 

dan terstruktur. Belum optimalnya permanfaatan teknologi informasi 

dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan. 

3.   Keterbatasan  sarana dan prasarana pendukung pelayanan sarana dan 

prasarana pelayanan publik serta fasilitas pendukung kerja aparatur 

masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kecepatan, kenyamanan, 

dan kualitas layanan kepada masyarakat. 

4.   Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi kinerja. pengelolaan 

dan pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan 

dan perbaikan berkelanjutan masih perlu diperkuat agar lebih sistematis 

dan terintegrasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD Kecamatan 

Salaman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas 

pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan 

Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daaerah 

adalah adanya faktor internal dan eksternal SKPD Kecamatan Salaman 

masalah internal yang mempengaruhi antara lain: 

1.  Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan 

tugas dan fungsi dan belum sesuai dengan beban kerja. 

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi bagi aparat pemerintah 

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 

3.  Pola pembinaan  aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan 

kinerja. 

E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI 
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4.  Mekanisme  dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam 

suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien. 

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja SKPD 

Kecamatan Salaman  adalah :  

1. Adanya multi interprestasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada 

Camat yang menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi 

publik) dalam pembangunan. 

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Kecamatan Salaman Tahun 2025 mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan 

rincian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) 

yang sedang dihadapi organisasi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

B. Realisasi Anggaran 

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran 

untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025. 

BAB IV PENUTUP 

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran berisikan Perjanjian Kinerja dan Lain-lain. 

F. SISTEMATIKA 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja 

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan 

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif 

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja Tahunan 

SKPD Kecamatan Salaman mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) PD 

Kecamatan Salaman Tahun 2025-2026 yang memuat rincian strategis, indikator 

kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran dengan 1 ( satu ) 

sasaran sebagaimana tabel 2.1. dibawah ini : 

 
Tabel 2.1 

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Salaman 
Tahun 2025-2026 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Ket. 
2025 2026 

1 Meningkatnya kinerja 
pelaksanaan teknis 
kewilayahan dan 
pelayanan publik di 
Kecamatan 
 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
 

1-100 
(Kriteria) 

86,50 87,50  

Persentase 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kecamatan 

% 100 100  

Sumber : Kecamatan Salaman Tahun 2025, data diolah Subag Program dan Keuangan 

 

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna 

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian 

Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Camat 

Salaman dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang 

berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.2.sebagai  

berikut : 
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Tabel 2.2. 
Perjanjain Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Salaman 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya kinerja 
pelaksanaan 
teknis kewilayahan dan 
pelayanan publik di Kecamatan 
 

Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan  

88 ( Baik ) 

Persentase penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan 

100% 

Sumber : Kecamatan Salaman Tahun 2025, data diolah Subag Program dan Keuangan 

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan 

perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 

2025 mengacu pada jumlah anggaran Tahun 2025, pada anggaran Tahun 2025 

yang ditetapkan dalam bentuk dokumen Perubahan Kinerja 2025, sebagaimana 

Tabel 2.3 sebagai berikut :  

Tabel 2.3. 
Jumlah Anggaran  per Program dalam Pelaksanaan  

Perubahan Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun Anggaran 2025  
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang 

No Program Anggaran 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 371.230.769 

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 11.298.680 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 161.857.184 

4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 89.705.762 

5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.734.000 

JUMLAH 599.826.395 

Sumber : kecamatan Salaman Tahun 2025, data diolah Subag Program dan Keuangan 

Semua kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Magelang Tahun 2025. Untuk 

mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap 

sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per 

sasaran Tahun 2025 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang 

sabagaimana Tabel 2.4. sebagai berikut :  
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Tabel 2.4. 
Pemetaan Program Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025 

Perangkat Daerah Kecamatan Salaman 
 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Taregt Program Anggaran 
% 

Anggaran 

1 Meningkatnya 
kinerja 
pelaksanaan 
teknis 
kewilayahan 
dan 
pelayanan 
publik di 
Kecamatan 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat  
Kecamatan 

88 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten / Kota 

2.325.143.089 89,16 

100% Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik 

11.298.680 0,43 

Persentase 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kecamatan 

100% Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
dan Kelurahan 

161.857.184 6,21 

100% Program 
Koordinsi 
Kententraman 
dan 
Ketertiban Umum 

89.705.762 3,44 

100%   Program 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintah Desa 

19.734.000 0,76 

Jumlah 2.607.738.715 100  

Sumber : kecamatan Salaman Tahun 2025, data diolah Subag Program dan Keuangan 

 
 

Seluruh program tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari 

perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1 (satu) sasaran atau 

dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan 

dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Salaman Tahun 2025. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA  

 

 

Akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Salaman adalah perwujudan 

kewajiban Kecamatan Salaman untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang petunjuk Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Salaman Tahun 2025 

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai 

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

 A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  
1. Pengukuran Kinerja 

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah 

capaian kinerja orgasnisasi berdasrkan perjanjian kinerja tang telah 

ditetapkan dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja pada tahun 

yang bersangkutan dan dibandingkan dengan target capaian kinerja pada 

rencana strategis Kecamatan Salaman 2025-2026. 

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator 

dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikatir positif dan indikator negatif 

dengan rumus perhitungan sebagai berikut : 

 Indikator positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi 

capaian kinerja 

Prosentase Capaian Kinerja = Realisasi/Rencana  x 100 % 
                                                  

 Indikator Negatif  apabila semakin tinggi realisasi maka semakin 

rendah  capaian  kinerja,  untuk  membedakan  indikator  positif  dan 

indikator negative maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda 

bintang pada indikator kinerja yang dinilai. 

Prosentase Capaian Kinerja = Realisasi-(Realisasi-Rencana) X 100 % 
                                                               Rencana 
 

 

 



22 

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada 

interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala 

pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan 

prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval 

nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 
Interval Nilai Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja 

 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 
Predikat 

1 91 %  ≤ 100% Sangat Tinggi Biru 

2 76 %  ≤ 90 % Tinggi Hijau 

3 66 % ≤ 75 % Sedang Kuning 

4 51 % ≤ 65 % Rendah Coklat 

5 ≤ 50 % Sangat Rendah Merah 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah 

ditetapkan oleh Kecamatan Salaman dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. 

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran strategis Kecamatan Salaman beserta target dan capaian 

realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut :  

Tabel 3.2 
Pengukuran Kinerja 

No Sasaran  Strategis Indikator Kinerja 
Capaian 

2024 

2025 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 

1 Meningkatnya kinerja 
pelaksanaan teknis 
kewilayahan dan 
pelayanan publik di 
kecamatan 

Nilai Survei 
kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

88,33 88 88,40 100,1 

Persentase 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
di kecamatan 

100 100 100 100 
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Berdasarkan pembobotan pada 2 (dua) kriteria penilaian 

realisasi kinerja diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di 

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang termasuk kategori 

sangat tinggi dengan nilai rata-rata 100,00 %. Keberhasilan ini 

disumbangkan oleh 2 indikator yang mencapai nilai 100%. 

Sedangkan  dari jumlah anggaran belanja Kecamatan 

Salaman sebesar Rp. 2.607.738.715,- terealisasi sebesar Rp. 

2.508.673.040,- atau 96,20 % yang terbagi dalam 5 program 

sebagaimana perincian realisasi pelaksanaan program  tersaji 

dalam tabel 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Kinerja  
Tahun Anggaran 2025 

SKPD : Kecamatan Salaman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kecamatan Salaman Tahun 2025, data diolah Subbag Program dan Keuangan 

2. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif 

terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada 

No Program Anggaran Realisasi % 

 
1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

 
2.325.143.089 

 
2.226.183.553 

 
96 

 
2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

 
11.298.680 

 
11.297.720 

 
100 

3 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 

161.857.184 161.852.184 100 

 
4 

Program Koordinasi 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

 
89.705.762 

 
89.605.638 

 
100 

5 

Program Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

19.734.000 19.733.945 100 

 JUMLAH 2.607.738.715 2.508.673.040 96,20 
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perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian kinerja seluruh sasaran tahun 

2025  sebagaimana table 3.4. sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
. Pengukuran Kinerja 

 

 
No 

 
Sasaran 
Strategis 

 
Indikator Kinerja 

 
Capaian 

2024 

2025 Capaian s/d 
2023 

terhadap 
2024 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Meningkatnya 
kinerja 
pelaksanaan 
teknis 
kewilayahan 
dan pelayanan 
publik di 
kecamatan 

Nilai Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

88,33 88 88,40 100,4 100 

Persentase 
penyelenggaraan 
pemerintahan di 
kecamatan 
 

100 100 100 100 100 

Rata-rata 100 

 
Penunjang keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi yang ada 

di Kecamatan Salaman sehingga kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat dapat terlaksana dengan baik. 

Permasalahan : Kurangnya Jabatan Fungsional mengakibatkan 

pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya 

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai 

kompetensi yang dibutuhkan. 

  

Analisis atas efisien penggunaan sumberdaya dilakukan 

apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih. Efisien sebagai 

ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, dimana 

semakin hemat/ sedikir penggunaan sumber daya maka prosesnya 

dikatakan semakin efisien. Dimana pengukuran  efisiensi dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan 

terhadap input yang digunakan (cost of output). Di Kecamatan 

Salaman tingkat efisiensi tersaji dalam tabel 3.5 sebagai berikut : 

 

 

 

B. ANALISIS KINERJA 
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Tabel 3.5 
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

% Capaian 
Indikator 

Kinerja yang 

≥100% 

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiens

i 

1 Meningkatnya 
kinerja 
pelaksanaan 
teknis 
kewilayahan 
dan 
pelayanan 
publik di 
kecamatan 
 

Nilai Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 
 

100 96,20 1,04  

Persentase 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
di kecamatan 

100 100 (0)  

Rata-rata tingkat efisiensi  0,52 

Sumber : kecamatan Salaman Tahun 2024, data diolah Subbag Program dan Keuangan 

Sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan 

dan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Nilai Survey 

Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebanyak 200 responden untuk 

menilai pelayanan di Kecamatan Salaman dengan 9 unsur pelayanan 

dengan perincian sebagai berikut : 

No. Unsur Pelayanan Nilai rata-rata 

1 Persyaratan 3,25 

2 Prosedur 3,30 

3 Waktu Pelayanan 3,63 

4 Biaya/Tarif 3,90 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,83 

6 Kompetensi Pelaksana 3,46 

7 Perilaku Pelaksana 3,61 

8 Penanganan Pengaduan, saran, masukan 3,51 

9 Sarana dan Prasarana 3,36 

 IKM Unit Pelayanan 8840 

 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Salaman 

Tahun 2025 diperoleh angka sebesar 88,40.  Kecamatan Salaman  
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harus terus berbenah agar target kinerja tercapai dengan baik. 

Diperlukan perbaikan dalam unsur pelayanan antara lain: 

1. Kejelasanan persyaratan agar mudah dipahami oleh Masyarakat/ 

pengguna layanan. 

2.   Sistem, mekanisme dan prosedur yang mudah dipahami 

3. Kompetensi pelaksana perlu ditingkatkan pengetahuan, keahlian, 

ketrampilan dan pengalaman. 

4.   Penanganan pengaduan yang responsive dan tepat. 

Sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis 

kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator 

Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, dengan 

anggaran yang ada koordinasi lintas sektor dan Desa berjalan lancar 

sesuai yang direncanakan atau ditargetkan, capaian indikator sasaran 

tersebut didukung dengan 3 (tiga) program sebagai berikut :  

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 

capaian realisasi anggaran 100% 

2.  Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 

capaian realisasi anggaran 100% 

3.  Program  Pembinaan  dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan 

capaian realisasi anggaran 100%. 

Dari ketiga program tersebut diperoleh rata-rata capaian 

realisasi anggaran mencapai 100%.  
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BAB IV  
PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis 

atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)  Kecamatan 

Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025. Dalam penyusunan LKjIP tentunya 

memerlukan kajian analisa secara menyuluruh antara kemampuan Sumber 

Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna mencapai 

tujuan. 

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II 

terdapat 5 (lima) Program yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 

(Renstra) yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan pengukuran 

akuntabilitas kinerja sebagaimana tersaji pada Bab III, pada SKPD Kecamatan 

Salaman terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 2 indikator kinerja  yang 

pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dan berdasarkan analisis 

terdapat efisiensi 0,52 dalam penggunaan sumberdaya. 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk langkah 

perbaikan kedepan perlu adanya : 

1. Dalam pencapaian kinerja perlu adanya standarisasi ukuran kinerja dari 

hasil kajian. analisis dan evaluasi sehingga ada keseragaman dalam 

penilaian kinerja seluruh SKPD. 

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai 

sasaran indikator kinerja sehingga nantinya visi dan misi yang ditetapkan 

akan tercapai. 

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 
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3. Agar LKJiP dapat efektif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja 

dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi 

anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan output maupun 

outcome. 

 

 

 

 

Salaman, 30 Januari 2025 
Camat Salaman,  
 
 

 
 
 
Imam Wisnu Kusuma, S.STP., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19810929200121001 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 

Jabatan : CAMAT SALAMAN 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

 
Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H. 

Jabatan : Pj. BUPATI MAGELANG 

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab 

kami. 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Kota Mungkid, 10 Januari 2025 

 
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

 

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H. IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 198109292000121001 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG 

 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1. Meningkatnya kinerja pelaksanaan 
teknis kewilayahan dan pelayanan 
publik di Kecamatan 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

88 

  Persentase 
penyelenggaran 
pemerintahan kecamatan 

100% 

 

 

No Program Anggaran Keterangan Sumber Dana 

1 Program Penyelenggaraan 32.211.000 Semua Kegiatan yang 
 Pemerintahan dan Pelayanan  dilaksanakan di Kecamatan 
 Publik  Salaman Kabupaten 

2 Program Pemberdayaan 70.000.000 Magelang bersumberkan dari 
 Masyarakat Desa dan  Anggaran Pendapatan dan 

 
3 

Kelurahan 

Program Koordinasi 
 

23.940.000 

Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Magelang Tahun 
 Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum 

 2025 

4 Program Pembinaan dan 29.160.460  

 Pengawasan Pemerintahan   

 Desa   

5 Program Penunjang Urusan 315.372.000  

 Pemerintahan Daerah   

 Kabupaten / Kota   

 Jumlah : 470.683.460  

 

 
Kota Mungkid, 10 Januari 2025 

 
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

 

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H. IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 198109292000121001



 

 
 

RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 
 

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran 
Target Target Triwulan 

Program Anggaran Keterangan 
Angka Satuan TW I TW II TW III TW IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Meningkatnya kinerja 
pelaksanaan teknis 
kewilayahan dan 
pelayanan publik di 
Kecamatan 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

88 - - - 88 88 Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

32.211.000  

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota 

315.372.000  

Persentase 
penyelenggaran 
pemerintahan kecamatan 

100 % 25 50 75 100 Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

70.000.000  

Program Koordinasi Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

23.940.000  

Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

29.160.460  

     Kota Mungkid, 10 Januari 2025  

CAMAT SALAMAN 

  
 

IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 
Pembina Tingkat I  

NIP. 198109292000121001 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN 2026 
 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1. Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis 
kewilayahan dan pelayanan publik di 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat Kecamatan 

88 

 Kecamatan Persentase 
penyelenggaran 

100% 

  pemerintahan  

  kecamatan  

 

 

No Program Anggaran 
Keterangan Sumber 

Dana 
 

1 Program Penyelenggaraan 30.000.000 Semua Kegiatan yang 

Pemerintahan dan Pelayanan publik  dilaksanakan di 

2 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.000.000 Kecamatan Salaman 

Desa dan Kelurahan  bersumber dari 

3 Program Koordinasi Ketentraman 15.000.000 Anggaran Pendapatan 

dan Ketertiban Umum  dan Belanja Daerah 

4 Program Pembinaan dan 29.864.575 (APBD) Kabupaten 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

5 Program Penunjang Urusan 
 

199.500.000 

Magelang Tahun 2025 

Pemerintahan Daerah Kabupaten /   

Kota   

 

 
Jumlah : 311.364.575 

 
 
 
 
 

 
Kota Mungkid, 10 Januari 2025 

CAMAT SALAMAN 

 

 
IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 198109292000121001 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 

Jabatan : CAMAT SALAMAN 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

 
Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H. 

Jabatan : Pj. BUPATI MAGELANG 

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab 

kami. 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Kota Mungkid, 10 Januari 2025 

 
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

 

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H. IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.,MM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 198109292000121001 
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN SALAMAN
JI. Raya Magelang - Purworejo Km.15 No.49 Telp (0293) 335254 Salaman 56162

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III

Dalam rangka mewujudkan rnanajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

: RADITYA ADHI NUSANTARA, S.STP.MM

: SEKRETARIS KECAMATAN SALAMAN

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

: IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM

: CAMAT SALAMAN

selaku atasan langsung pihak pertarna, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salaman, 22 September 2025

PIHAK PERTAMA
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